
:a:-get dan sasaran yang 

penghuniannya berjalan 

berdaya 

diharapkai 

dengan ter; - 

-a~. masyarakat Kabupaten Klaten 
dengan lahan · a-.: ercaca s maka Rumah Susun yang 

:.a:e:-: perlu segera dikelola agar 
tujuar- perr t ar = -=-:=:.:.. ==_-::a.--: Susun berhasil guna dan 

b. bahw.a derigan serr.akir; ::ie:-tambahnya jumlah penduduk 

dap dalurn 1 •• gka enaraan kota serta pemenuhan 

nbang : a. bahwa rurr.ah rnerupakan salah satu kebutuhan da sar 

manusia yang berIungsi sebagai tempat berlindung dan 

rncndukung [ersele:-:gga:-anya pendidikan keluarga, 

pcrturnbuhan oudaya can perilaku serta peningkatan 
kualiLas gene rasi .'·a:-:g a.car; datar.g; 

TENTANG 

P,~NGELOLAAN RUMAH SUSU SEDERHANA SEWA 

KABL:PATEN KLATEN 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

BUPA Tl KLATEN, 

BUP/\TI KLATEN 

PROV!NSI JAWA TEI\/GAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR ~,<;{ TAHUN 2013 



Perirnbangar; KC"_.:.::5a..--: Antara Pemerintah Pusat dan 
. ~ :.·. '~~ . 

Pernerintah : =-==-=--- :..e:=::iaran Negara Repubhk Indonesia 
. ·1r ·, 11 i 

Tahun :.:::.:::.!. _:::.::- ::26 Tambahan Lembaran Negara;,;_ 
.. -.:""''-' 

R bl ,_ ·-- --- - ----- t:.438)· .,;, epu ..: ..... ---- - -~-::.. -----· , -·~t.:;,~;.: 
8. Jndang-·_.:::.:.:r:; .·:::-.::- : 7ahun 2011 tentang Perum1W.~~!~,,. 

. ')c,ro·"" 
dan ka ;..:::..:- ?=~"--'===a., (Lembaran Negara Repu.,.b_l.~~ 

Indonesia -=-·- .-::-. : : : : . Iomor 7, Tambahan Lemb'a..r~?t . 

! t i~: 
tentang · 2004 Tahun 33 7. _U ndang-L ndau s 

59, Tarnbahan :..e::::::a:a., Negara Republik Indonesia Nomor;: 
,~f 4'\:; :! 

4844); 

3. Undarig-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

,-./omor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4:~47); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4?, Tarr .. bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbenduharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Re publik Indonesia Nornor 4355); 

6. Uridang-Undang 'omor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintanan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Inconesia ·o:nor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 te ntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun :;.ooa. tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun · 2008 Nomor 

·,k:H~111r,::1l: l . Pam! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

I ndoncsia Taht.:.n 1945; 

'2 Undang-Undang Nomor 13 Ta:hun 1950 tentang 

Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
l'rovi 11 S.'. .J :l\V;J tcrigah; 



v -~---~---- 

Sederhana - -----z 
16. Peraro --::c - = :~::-:;.;:. ¥'..z..::'..l;iaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 

ten t....r- ~ :-'!- =-= ~ =-=. ~e·"'·enangan U rusan Pemerin tahan 

Daerar ..;_- -==--=-=- ~:e:1 (Lembaran Daerah Kabupaten 

· Rcpubh · 1:-. ::::-:or 4737); 

]5. Perat uran .:egara Peru mah an Rakyat Nomor 

14 I PP.:-::"le:- :e:-ctang Pengelolaan Ru mah Su sun 

9. Undang-.Jndang Noinor 2(' Tahun 2011 tentang Rumah 

Su sun [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 1C'8, Tamba.ran Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 525~); 

10. Peraturar- Pernerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang 

Perurnahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rurnah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3573); 

12. Peraturan Pemerintah Nemer 44 Tahun 1994 tentang 

Perighunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan 

Lernbaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 3576); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor' 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indcnesia l iornor 4593); 

14. Peraturan Perr e:-::::a:: Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pcrnbagian Urusan ?emerintahan Antara Pemerintah, 

Pernerintahe n Daerar; Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten K:::c. Lernbaran Negara Republik Indonesia 
'I'uhuu 200·· . ·-::.::- 82, Tambahan Lembaran Negara 



penyelenggara Pemeri:-.~-=-- _a,_-2..... ,-:? 
o , 3L..oau adalah Bupat, ·(.;.~~-. 

~ • ah s 0, -·- ---- -;- ="-= ·-= bertingkat yang dibangun dalam_ ~ .~um usun a , •. c... _::.....a.--- ::---·-o . ;,., 

1. k ··- - - r•- -= = =- "'ag·an-bagian yang distrukturkan suatu mg ungar. : "'-·: -- --b- --~ - · _ 

f · -- - -- =- =-=·- -o::.zontal maupun vertikal dari '-1....;2.;-a ungsion •. , -- -- -- .. • ~.·., 

Sa ~""''"'_c_.a:::.~ .::.....,;, :uas1.-:g-masing dapat dirniliki dan 
rr:erupahan -'"'~- _ 

Pcmerinta.'1 Daer::1.h ~::a:ah :3 -;:'"ti can perangkat daerah sebagai unsur 2 

l Daerah adalah Kabupate:- Ja:! .. 

,-,: .. ·~.: Dalarn Pcratu ran Bupati in, y3.::-,~ c • u<s...:d dengan : 

?,•sal : 

3A3: 

KE'"'::,.·--::;.:.. . UMUM 

Ml'11ctapkan · PERAT\..,Rt,N BUPP.Ti TENTANG PENGELOLAAN RUMAH 

SUSUN 01 l<ABUPA1 E1' KLATEN. 

MEMUTUSKAN: 

J 7. Per.iturun D~1.: 'a h Kabupaten Klate n Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Keuetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel 

(Lemharan Da.e-3.h Ka bu paten l<laten Tahun 2011 Nomor 2. 

Tambahan Lernbaran Daerah Kabupateri Klaten Nomor 59): 

18. l·'eraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 

untang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa:en Klaren 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klate.: 

Tah .m 201 l Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaren Nornor 66); 

19. Peraturan Duerah Kabupaten Klate n Nomor 15 Tahun .:w:. 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupe ter, 

Klaren Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerrr. 

Kabupa.en Klaren Nomor 70); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 141,.Tahun 2012 

tentang Ruman Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Klate n 

Tahun 2012 Nomcr 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 86); 



'.asyarakat penghuni c.:::=...:::..: -"e.--...: ,.. arga penghuni rusunawa. 
'.>uguyuban warga atau ;-e---=:; -=- =--· penghuni adalah perhimpunan yang 

.iggotanya te rd iri dz r; :" ::...= ;:;er:~:- • ._:-.: 

-rsarna. 

1ng melipu ti pe ngclolaar; 2.::.:::::11strasi, kearnanan, ketertiba.: .. 

kcbersihan, perrieliharaan ;:.::-3..w=..:a.-. perbaikan clan pernbinaan. 
9c,da ber sarna adalah ::;e,:.c. _ ::.,.5 bukan merupakan bagian rumah 
susun, tetapi digunakar: ·:-e.--5::...-:-3.. secara tidak terpisah untuk pernakaiar; 

- -'e:ighuni difabel adalah penyewa dengan keterbatasan fisik terten = '._, 

"·bagairn,1nn yang ditc-tnpk..n ctalam Peraturan Daerah yang bertcrnp..: 

nggal ctalarn satuan r umah susun difabel yang telah ditetapkan deng.u: . 

....,.,rjanjian sewa-rnenyewa. 
- Pengelolaan Rumah Susun Urnurr; c.er:gan Sistem Sewa adalah kegiatan 

neuyewa. 

isyuru ka t Bcrpcnghasilan 1~endah, ynng selanjutnya disingkat MBR. 

«ralah masyarakut yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan 

•1·1111 Pcruturan Me n teri Negara Pe·.-umaha1;i Rakyat. 

.rigbuni adalah pcnyewa dan keluarga inti yang bertempat tinggal dala..: 

• tuan ruma.h su sun yang telah ditetapkan dengan perjanjian sew»- 

·1 ten. 

::>umah susun . 

nit hunian yang se lunjutnya disebut Sarusun adalah satuan 
ruangan Ztempat huni di Rumah Susun Sederhana Sewa. 

L 'lit hunian difabel adalah unit hunian yang secara khusus 

.. iperuntukkan b.rgi kaum di.abel / penghuni dengan keterbatasan Iisik 

rte rtu. 

1111 komersial adalah .satuan ruangan/tempat yang diperuntukkan bagi 

~iatan kornctsial c'i Rurnah :Susun Sederhana Sewa . 

• 11t Pcngelola Rusunawa ad alal- Unit Pengelola Rusunawa Kabupatcn 

R-.tmah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa 

dalah Rumah Susun Umum Dengan Status Sewa sebagaimana dimaksud 

~ alarn Peraturan Dae rah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2012 ten tanc 
·'=' 

:: 



-~~ , = 

dan berkelanjuran, 

' oernanfaatan dan perr-elih araan ase: capa t terlaksana dengan baik, layak nun: 

• 1·· · in Pcngclolaan ~usunr1.wa , ca.a:: ,gar pengelolaan Rusunawa dapat 

oe alan secare ter tib clan teriaksar.a tepa; kepada kelompok sasaran, sehingga 

·V ... Pasal l1 

Paragraf 2 

c11, sud d ite tapk an nya Pei atui an Bupati ini adalah untuk memberika n 

;::edoman dalarn pelaksanaan pengelolaa., Rusunawa di Kabupaten Klaten. 

Paragraf 1 

Pasal3 

Mak sue' dan 'l'uj uan 

Bagi an Keel uu 

kelestarian dan berkelanjutan; 

keselamatan, kenvarnana.i, dan kemudahan; dan 

kearnanan, ketertiban, dan keteraturan. 

e keserasian dan keseirnbangan; 

c keterjangkauan clan ~<cmudahan; 

d keefisienan dan kernanfaatan, 

keadila .. 1 dan pemerataan; 

en~clolaan Rusunawa disclenggarakan berdasarkan asas : 

a. kesejahteraan; 

Pasal 2 

Asas 

'.3agian Kesatu 

BAB II 

A~3A.:3, MAKfUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 



I. • - 

"'ersyaratan pcnghuni Rust -a~ a a::.a.;,a.."-: sebagai berikut : 

Bersatatu s Warga Negs ·a :.:-.:::.o::esia can Penduduk Kabupaten Klater; 

vang dil111kt,k:111 d,·ngc1 -· _ Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga: 

J., udah 1111 nikah vang o - _i:c ... K2: :::.e::gan Akta Nikah; 

l. Uclum 1111·1111liki rt m "-:- . .:a_ ~::ggal yang dibuktikan dengan surut 

Pasal 

11crsy .. ratan Pcnghuni 

Ba~ an Kedua 

Status pcngh·.111i:1n Rusunawa diperuntukan bagi penduduk kabupau-. 
kl:1tC'11 varu; !lH'f11C'11L1hi svr-rnt sebagai MBR. 

'tatus pe nghunian i<u.sun:-:t•,,a khusus .antai diperuntukkan bagi k ... :..;:-:: 
difabcl dan Urrit Kor-icrsial. 

Bagian Kesatu 

Status Penghunian 

Pasal 7 

ImPENGHUNIAN 

BAB IV 

Melakukan evaluasi p~ngelolaan Rumah Susun; dan 

Melak ukan pemona2.n dan peugawasan Rumah Susun. 

cnane dun t,•n14,s1111g juwab Bupati meliputi : 

·.:er:etapkc,·: ~ ':bijakan daerah di bidang Rumah Susun; 

Ielakuk.rn pcngelolnan Rurnah Susun yang dimiliki Pemerintah Daerar.. 
"ela k u'cn n pcma nta uan l~umah Susun; 

BAB III 

\Vl~WEN,\NG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal6 

·11gl'lnii1.1:• !'··!c1por,1n d,.11 :::itraLegi Pernu::;uran; dun 

cngawnsu., ,i,,11 !-'engend,uian; 

II ,f. 



~ertib/ketentuan pcngb uninn ser ta sanksi dan' diberikan ya.nr 

bermutcrai cukup. 
:1:.111 kcu-ut uu n sc1Jagui111,111,, :.,an1• diut ui pada ayat (1) calon perigh um 

"US mc·nanctatangani pcrjanj ian pcr.ghuuh.u Rusunawa. 

tata memenuhi dan rncn taa ti ke sed iaa n pcr nyntnun 

·trrnp.·1L/ Lur:.1h/ Kepala De sa; 

urat Pernyataan Merniliki Penghas.larr/ Pendapatan tetap yang 

likctahui Fcmcrintah De sa,' Kelurahan atau surat keterangan dari 

nsl:111~·.i/ 1itT11,:.il1.1:1n I ·111p.11 l x-kcrju; 

Sumi p('r11y,1l.1:i11 kcs.i.11:gu1•an rncrne nuhi kewajiban pembayaran sewa 

dan iuran [ui n yanr•. te.lun ditct ap «in dun bcrrnaterui cukup; clan 

1 • k,·1,·1.11.,·,;111 I> ·lt1111 1:1.·1niliki ru rnn h dnri Pcrncrintah Dcsa 

r.zhuni: 
u t''>J)) Kurt <1 Kcl u.ugu 1r '.I); 

Lu 1·opy Akt,1 1\lik 1h/ Aktn '~'.nai/Surat Ketcrangan Kernatian 

cut: 

-=. Kar tu 'l'anda Penduduk pemohon dan anggota keluarga cal on 

Pasal 9 

- ?enghuni yang akan mer.daftarkan sebagai penghuni Sarusun harus 
-I-jt.:kar. pcrrnohonan pcndaftaran secara tertulis kepada Bupati cq 

-~a Unit Pcngelola Rusunawa derigan dilarnpiri persyaratan scbagai 

Tat a Cara Pendataran Calon Penghuni 

Bo zian Kctiga 

2 mentaai i dan mcrne nuhi Lala Lertib/ketentuan penghunian 
anksi yan1:, diberikan clan dibuk tikan dcngan surat pernyataan 

- 'le::-mater<1i cuki tp. 

n -x-rsyar irnn sebaguirnana dirnaksud pada ayat (1) tidal< berlaku 

'.!Ola 111,1:;y1,1r ... ikut Lcrlc11l,1 ynng ditctupk a n bcrclusarkan Kcputusan 

:Z--? merncuulu kewajiban pcmbuyurun sewa dan iuran lain yang 

tctapkun , d.buktikun rkngu11 surut pcrnyataan yang berrnate rai 
dan 



Vo ... ,...,.;;1- .. ,... .... o..-._-.-J.... .. ,-: 

Bagian Keenam 

cat pengernbalian uang jamin rn pada saat mengakhiri hunian 
ciperhitungkan seluruh kewajib.ui yang belurn dipenuhi; dan 

-:tuk kelornpok h uruar, (RT/ RW1 vang dapat dirnanfautka-, sebagai 
cornunikasiy sosialisasi tents ng kepentingan bersarna. 

iainnya; 

perbaikan atas '<e ru sn ka n prasarana, sarana, dan 
umurn yang tidak disebabkan r reh pcnghuni; 

pc ijelasan pclatir.an dur; 'nrnbingan tcntang penccgahan, 
anan. pcnyelamatan terhauap hahaya kebakaran dan keadaan 

.ii r. ir hcrsih, pcnci-un'.~:111, gas :•palJik1 uda juringan gas dan jasa 

~.,n y;-1111'. kur.1111: l m ik ; 
f, ukan kebernt.an/laroran c1l;.1s layanan kondisi, tempat dan 

iayauun kcarna11.i11 clan kvnyamunan, 

kan atau mcmanfaatkon prasar.ma, sarana, dan utilitas umum; 

: (satu) unit hunian untuk tcrnpat linggal; 

_r,1 adalah : 

Pasal l 1 

I-Ink Penghuni 

~-:unian Sarusun paling lama 3 tahun dan dapat 
-=...! l (saru) kali pericde. 

:...-::~angan penghur:i,m sarusun harus d~ajukan paiing 

:..:h) hari ~:cbelum rnasa berlaku penghunian bcrakhir. 

a.1gka Wak tu Pcnghunian 

Pasal 10 

E,agian Keerripat 



- se cagai ternpat usaha/gudang; 

-~-e:ituan tata tertib; 

eerikut : 

Pasal 13 

Lar mgan Perighurii 

Bagian Kct ujuh 

- -==:-Kir bagi penghuniy tarr.u yang meletakkan kendaraannya di 

a yang telah ditetapkan; dan 

--:ei<1lngan :;ang h a rr-iorus. 

scbaik-baiknya; 

uiclaporkan kcjudian, kejauggalan, kerusakan bangunan, dan 

perlengkapan lainnya yaug du pat mernbahayakan penghuni; 

.iernbayar ganti rugi setiap ker usakan akibat kelalaian penghuni; 

"'1:..rscdic1. mematuhi ketcniuan tata tcrtib yang ditetapkan oleh pengelola; 

mengosongkan I rne nycrahkai tempat hunian clalam keadaan baik kepada 

ngelola parla s.iat perja nji.m pcnghunian bcrakhir: 

_;.a;,orkan tarn, 1 pcnghuni ya•,t akan rnenginap kepada pengelola dalam 

__ x24 jam [satu kali d ua p..Iuh cm pat jam); 

--· petatihan ctan .nrnbingan yang dilaksanakan pengelola secara 

11,1:11111gg:tlkan 1, 111ggakan sewa, iur.ggakan iuran, Lunggakan retribusi, 

1i<-11ll:, <i.111 IUIIJ',)~itk:111 ln i i: 0 1111·111bny:1r u.ing s< wa can segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan 

k<·t< 11tu1111 y;-;11g i)('rl ik u; 

u n-mbavar rckc;1.1i11i~ iist rik, arr er sih clan rekening lainnya se suai clengan 

kct~·11t•1a11 yn11g l x-rlak u, 

11w1q:q!.1 kc-l x.rs i l u t u li1q.',kurw,,111 ru sunuwn; 

uuruclihara te mp.u h u n ie n , pra sarana, sa ra na , dan utilitas umum dengan 

Mernbayar uang jarnin.rn sebesar 3 bulan sewa dimuka yang merupakan 

11;111g , it i p .i, cl:1r1 pc·ll){lluni, vunj; digunukun scbugai jaminan apabila 

i"'IIJ.;il 111i 1rn·11i111',g,ilk:1n ~,aru--:1,11 sC'IH:lu111 ma su konuak sclcsai dan 



::.ibayar oleh penghuni sarusun 
.z_:- -,ya 

'1 scbe sar Rp. 150 G' 

ehe sa ~ {p. 1 '25 v 

5 sebcsar Rp. 
cbauau rana di:71:::?ks-.::. _ ayat (1) belum terrnasuk uang 

:: an re coning I str ""-e :an rekening air, retribusi c\aerah 

17'S G"''.: 

-.::-..zr: Sarusun d1t.::.c.;-&:::. ~=;.~~ aerikut: 
_ - t kornersial se c esar :::- -~-= : ~c 00 setiap bulan; 
. uman difabel sebesar :::- -:: _c;c 00 setiap bulan; 

.cn.ukan: 

c;:ewa;dan 

e.etakkan barang-barar g =z_;..:.- caui daya dukung bangunan yang 

h. 1/lclakukan kc giatan yrng menimbulkan suara keras/bising, bau 

menyengai. terrnasuk merr.eliharn binatang peliharaan yang mengganggu 
kcarnanan, kenyarnanan d r kctcri iban lingkungan; 

1. Merigadakan kegiatan organ sasi terlarang sebagaimana diatur peraturan 
ncrundang-undangan yang berle k u; 

J. Memasak dengan rner.ggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang 
rnengotori dan dapat menimbul'ca.n t ahaya kebakaran; 
Mcmbuang benda-ber.ca k1; daluu. suluran uir karnar mandi/WC yang 

dapat menyurnbac saluran pernbuangan; 

Menyimpan sega.a jeris ba.iar- peledak, bahan kimia, bahan bakar atau 

bahan terla-ang .air.nya :·:::1g dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya 

lain; 

Mengubah kor.strt, s: ba::5 :-u:: ~umah Susun Umum Dengan Sistem 

!~. l\njudi, menju:d/mc1r,al:ai nr rkoba, m.nurnan keras, dan berbuat 
muksiut; 



media lairmyr.; 
Melakukan peningkatan pels.:·a.nan untuk mewujudkan kenyamanan bagi 

pcrigh urii Rumah Su sun; can 
\\eningkatkan sai ana dan pras.ars, -ia Rumah Susun sesuai kemampuan 

"cuangan daerah. 

i\;im rangka melaksanakan straregi pemasaran Rusunawa, Unit Pengelola 

1·,1111awa clapat mclakukan 

.',osialis:t~:i kcp.ulu' masyarakat rnelalui tatap muka, media masa, maupun 

Pasal 17 

I i.icruh Kabupatcn Klaren. 

1.>) l.apor 1r. sebagairn 111a dimaksud puda ayat { l) dibuat tembusan ke pada 
: ;,·kn· in:-- l);wr.tl1 dnn Dina s 1':nc.lapc1lan, Peugelolaan Keuangan clan Asel 

! I) 111n• P1 11~1·h,l,1 l·'t1st111,1wa ~.<"l:iagai1n.in:1 diuuik sud duuun Pasal 15 wajib 

mclapcrka n p<".ngdo\::=1an Rc:,un;iwn I<c:pr.icl,1 Bupati mclalui Kepala Dinas 
I'< k<-rp,111 lJ111u111 d:1.1 ~11<:rgi ~11111\)cr !Juya Mineral secara berkala setiap 

l1ulc111. 

Pasal 16 

Pe11gclolaar. Rusunawa dilaksanakau oleh Unit Pengelola Rusunawa. 

~asal 15 

BAB VI 

PENGELOLA'\N, PELAPGRAN DAN STRATEGI PEMASARAN 

I 

I (4) Tagihan rekening air yanr, harus dibayar oleh penghuni sebagaimana 

\ climaksud pada ayat \2) dihitung dari jurnlah pemakaian dikalikan tari. 

\ rlusar air khusus perighuni ruuuria wa yang ditetapkan oleh Bupati. 

\ (5) Tarif sewa Sarusun sebagairnana climaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 

paling lama 5 tuhi:n terhitung sejak ditetapkan. 

(6) Scluruh hasil penerirnaan de n Rusunawa clikelola sesuai ketentuan yang 

bcrlaku. 



::>iundangkan d. klaten 

::ada tanggal.. \0. J.v.V.. .:ZOl 3 

Ditetapkan di Klaten 

puclu La11ggaJ (0 Juli J.012> 

\gar setiap o:-ang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

ieraturan Bupan rru dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten 
-:laten. 

·,·,;i111r;111 /~up. 111rn rnuk,i bcr/rJku padiJ li:Jnggul ciiundangkan. 

KETJ~r~TUAN PENUTUP 

BAB Vil! 

Dala;n rangka 111elak~·anakan pengawasan dan pembinaan terhadap 
pengelola Rusunawa, Bupati clapar membentuk Tim Pengawasan dan 
Pembinaan. 

:) Tim Penga1Aasan clan Pembinaan sebagaiman!;l dimaksud pada ayat (1) 
elite .apka.i dcng·t11 l{cp,1tusu11 l.3upati. 

l'asuJ l8 

PENGAWASI\N DAN PEMBINAAN 

t3;\B Vil 


